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NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMiNISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

“ PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan
maka diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran .
penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan;

b. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di
Kabupaten Solok Selatan telah menjadi déya tarik tersendiri bagi
pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga
menyebabkan peningkatan jumiah penduduk;

c. bahwa dalam pengendalia‘n laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi terutama disebabkan oleh faktor migrasi diperlukan untuk
mencegah timbulnya berbagai persoalan-persoalan sosial seperti .
kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas, menciptakan rasa
aman dan tenteram serta terjaminnya daya dukung lahan dan
daya tampung lingkungan;

d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b dan c di atas’,'berlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok Seiatan‘- tentang = Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan; gl

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-UndangNomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
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10.

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235); ’

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten ‘F'asaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Republsk Indonesia 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesxa Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara ’?epubhk Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1875 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 TahUn 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I‘ndbéf:iesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Hal. 2




."enetapkan

B

s

13.

14.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang: Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): '
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional:

. Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 88 Tahun 2004

tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tentang‘ Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
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. BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

.

e

0.

Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan
dokumen dan Data Kependudukan melalui Péndaftaran Penduduk, Pencatatan
Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas pelaksana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan -
Sipil adalah perangkat pemerinféh Kabupaten Solok Selatan yang bertanggung
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara
Indonesia. :

Orang Asing adalah orang bukan'Warga Negara Indonesia. |

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk tentang Administrasi
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kgpendudukan berupa kartu identitas
atau surat keterangan kependudukan. | | :
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa 'akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap. i

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta

identitas anggota keluarga.
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14.

10.

16.

17.

18.

18.

20.

2.

22.

2.

24.

25.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang
dalam Register Pencatatan Sibi! pada instansi pelaksana teknis yang membidangi
kependudukan dan pencatatan éipi!.

Akta Catatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami
seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian,
pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa
penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang -
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepercayaan Kepada Tuhavn Yang Maha Esa.adalah pernyataan dan pelaksanaan
hubungan pribadi dengan Tuhah Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang
diwujudkan dengan perilaku ketagwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa secara pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan
lokal bangsa Indonesia. |

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut
Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-
nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem Informasi Administrasi Képendudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah
Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat
Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat
Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh instansi
pelaksana yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil yang masa
berlakunya disesuaikan dengan KITAS.

Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang
melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya,

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami

hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
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- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban

m penerb|tan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
enduduk, pencatatan Slpll pengeloiaan lnformas| ‘Administrasi Kependudukan

rta pendayagunaan hasulnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

okumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi
ksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang
ﬁasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan Status kewarganegaraan adalah mencatat perubahan
arganegaraan seseorang dari Qrang asing rhenjad.j WNI atau dari WNI menjadi

rang Asing yang telah mend;égatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan

undangan. RE e

ata kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat (kumpulan

a tentang peristiwa kependudukan peristiwa pentmg jenis kelamin, kelompok

agama, pendidikan, dan pekerjaan) yang terstruktur sebagai hasil dari.
iatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

data Penduduk adalah keterangan yang berisi Elemen data tentang jati diri,

Ji"ﬁf-i ormasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami

oleh penduduk sejak saat kelahiran.

"indah datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap

~ karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.

E Surat Keterangan Kependudukan adalah buktyi yang dimiliki seseorang setelah

“’melaporkan peristiwa kependudukan atau penstlwa penting yang dialaminya.

‘; Surat keterangan lahir mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran

% bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 (dua puluh

' delapan) minggu.

- Surat Keterangan pindah datang WNI adalah surat bukti kepindahan bagi Warga
LNegara Indonesia.

"_Surat keterangan pindah datang orang as‘ing tinggal terbatas adalah surat bukti
d 'dfari kepindahan bagi orang Asing yang bertempét tinggal sementara. |

- Surat Keterangan pindah datang orang asing Tinggal tetap adalah surat bukti dari
kepundahan bagi orang asing yang bertempat tinggal.

- Peristiwa penting adalah kejadlan: yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,
f‘vfiahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, ;peméétalan perkawinan,
_' ‘fpengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama,
~ perubahan kewarganegaraan.

Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap
1 anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu

kandung anak tersebut.
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39.

Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir

diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.

BAB Ii
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2 |

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.
b.
C.

Dokumen Kependudukan:;

Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Perlindungan atas Data Pribadi;

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen:

Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas
dirinya dan/atau keluarganya; dan

Untuk perbaikan dokumen dan pemulihan nama baik sébagai akibat kesalahan
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data .
Pribadi oleh Dinas pelaksana yang menangani administrasi kependudukan di

Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang wajib dilaporkan :
a. Peristiwa Kependudukan terdiri dari :
1. Biodata penduduk.
e KK
e KTP.
b. Peristiwa Penting terdiri dari :
kelahiran.
kematian.
lahir mati.
perkawinan.

perceraian.

et b

pengakuan anak.

~

pengesahan anak.

8. pengangkatan anak.
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(1)

BAB lil
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi

a.

Koordinasi dengan instansi vertikal dan yang berkaitan dengan aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Pembentukan instansi pelaksana berupa dinas yang tugas dan fungsinya
dibidang Administrasi Kependudukan:

Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan; ,
Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaqaan Administrasi Kependudukan;
Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi
Kependudukan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh .
penduduk;

Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten Solok
Selatan;

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan antar Dinas

terkait.

Guna menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih

cepatl, efektif, dan efisien ditingkat kecamatan, Bupati dapat membentuk UPTD

sesuai kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang

|

meliputi :

a. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk
atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

C. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;

d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

€. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peritiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting; dan
Melakukan verifikasi, validasi data dan informasi yang disampaikan oleh

penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah,
talak dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan
dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara
Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui
sebagai agama, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Péfaturan Perundang-

undangan.

Pasal 6
' (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan
yang meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas
dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting untuk kepentingan penyelidikan, dan pembuktian kepada lembaga
peradilan; dan | |

d. mengelola data dan mendayagunakan inform'asi hasil Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku
juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan

rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 7
Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data,
melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam
Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan
membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8
(1) Petugas Registrasi berasal dari kecamatan dan nagari ditetapkan oleh Bupati
untuk membantu Walinagari dan Camat serta Dinas dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.
(2) Teknis pelaksanaan dan kriteria dan persyaratan petugas registrasi sebagaimana

dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
| Pasal 8
(1) Setiap penduduk harus memiliki NIK.
) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumUr'hfdup dan selamanya,

yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap

penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

NIK sebagaimana dimaksud padé ayat (1) dicantumkan dgiﬁm setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi,
nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan Penerbitan
Dokumen Identitas lainnya. | |

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bérlaku seumur hidup, tidak berubah

dan tidak mengikuti perubahan domisili.

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan

biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas tempat

domisili yang bersangkutan.

Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi Kabupaten Solok

"Selatan, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempét

“domisili orang tuanya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Penduduk
~ Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk karena adanya kebijakan
pemerintah, Dinas wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen
Pendaftaran Penduduk.
Perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1

diberikan kepada penduduk secara gratis.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah
Kabupaten Solok Selatan
Pasal 11

" Penduduk yang pindah datang wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan

surat keterangan pindah datang.
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()

Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dilakukan

dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk, sebagai berikut :
dalam satu nagari;

antar nagari dalam satu kecamatan;

antar kecamatan dalam kabupaten;

antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau

OO e

antar provinsi.

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk dengan klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan

memenuhi syarat berupa

a. Surat Pengantar Kepala Jorong, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat
Keterangan Pindah. ,

b. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari kerj

c. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebaga:mana dimaksud pada -

huruf b kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan d|cabut dan dimusnahkan

oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

d. Surat Keterangan Plndah sebagalmana dimaksud huruf c, berlaku sebagai

pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf a, melapor kepada Walinagari dengan memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dén pendaftarannya dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut : |
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Walinagari atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang; “ '
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk;
f.  Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimané dimaksud pada huruf d,
digunakan sebagai dasar :
1. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah;.
2. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru dan
3.  Perekaman ke dalam database kependudukan. ]
Penduduk yang bermaksud pindah dengan Klasifikasi sebagai;nana dimaksud ayat

(2) huruf b, melapor kepada Walinagari dengan memenuhi syarat sebagaimana

tdal 11




a.

dimaksud dalam ayat-(3) dan pendaftarann‘ya dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut : '

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

4Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa F’entingj; |

Petugas registrasi melyakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

Walinagari atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku lhduk Penduduk dan Buku Mutasi

Penduduk;

Surat Keterangan Pin/dah” sebagaimana dimaksud pada d, diserahkan kepada

penduduk untuk dilaporkan kepada Walinagari tujuan; ‘

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, digunakan

sebagai dasar : | |

1. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah; dan . ‘

2.  Perekaman ke dalam database kependudukan.

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), melaporkan kedatangannya
kepada Walinagari tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah

dan pendaftarannya dilakukan deﬁgan tata cara sebagai berikut :

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah
Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
Walinagari atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang;

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada huruf d,
digunakan sebagai dasar :

1. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

2. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf ¢, melapor kepada Walinagari dengan memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dan pendvaftarannya dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut :

a.  Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah:;
b.  Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

8.

Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting;

Hal. 12



"I vWalinagari mengetahui dan membdbubkan ianda tangan pada Surat

,'r' Pengatar dari Kepala Jorong '

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi

~ Penduduk; _ : ;

Walinagari / Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan

Pmdah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar

sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat;

- - Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah; |

3 Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf h diserahkan

3 kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan; _

| Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf h, digunakan

sebagai dasar :

i Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah: dan |

2. Perekaman ke dalam database kependudukan.

“duduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), melaporkan kedatangannya

epada Walinagari di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan

. dah dan Pendaftarannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah

Datang;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

Walinagari menandatangani dan meneruskan Formulir Permohona Pindah

Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat;

Petugas kecamatan melakukan veriﬁkasi da validasi dataApenduduk;

Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah Datang;

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada huruf f,

digunakan sebagai dasar :

1.  Proses penerbitan KK dan KTF dengan alamat baru; dan

2. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Denduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat
) huruf d dan huruf e, melapor kepada Walinagari dengan memenuhi syarat
agaimana dimaksud dalam ayat (3) dan pendaftarannya dilakukan dengan tata
cara sebagai berikut : ”

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohcnan Pindah;

Hal. 13




Kepala Dinas menerbitan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah

Datang;

Surat Keterangan Pindah

3

- Datang sebagaimana dimaksud pada huruf g,

digunakan sebagai dasar :
1. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamati baru dan
2. Perekaman ke dalam database k‘épendudukagh.

Fasal12
1g Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiiiki izin
jgal tetap yang pindah keluar Kabupaten Solok Selstan wajib meiaporkan
ndahannya kepada Dinas.
rdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas mendaftar dan
nerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan

rat Keterangan Pindah Datang.
at Keterangan Findah D,atar'xg sebagaimané dimaksud pada ayat (2) digunakan
ai dasar perubahan' stau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan
at Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

sitan KK dilakukan setelah memenuhi syarat berupa |

KK baru :

1. lzinTinggal Tetap bagi orang asing;

R Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan;
Surat Keterangan Pindah/Surat Kelerangan Pindah Datang bagi
penduduk yang vindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; a

g

- 4. Burat Keterangan UTalang dari Luar Meger yang diterbitken oleh

Instansi Pelaksana bagi WHI yang datang dari luar negeri karena
pindah. 1
3 Perubahan KK karera penambahan anggota keluarga dalam KK bagi
penduduk yang mengaiami kelahican :
1. KKlama; dan
2. Kutipan Akta K.eléhiran
Perubahan KX karena penambahan anggcta keluarga unluik menumpang ke
dalarn KK bagi penduduk VWi
1.  KKlama;
2. KKyang akan difumpangt;
3. Surat Keterangan Fmndah Datang i;ézugé penduduk yang pindah dalam
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ada Dinas di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan .




Ceterangan Datang dan Luar Negeri bagx WNI yang datang darx
2geri karena pindah.

K karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang
inggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang

a atau KK yang ditumpangi;

y

inggal Tetap;

i K.eterangap Catatan Kepolisian bagi orang asi Tinggal Tetap.
1an KK karena pengurangén anggota keluarg dalam KK bagi
WNI dan orang aéing : |

(lama;

rat Keterangan Kematian;

t Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang - bagi

nduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik -
itan KK karena hilang atau rusak bagi benduduk WNI dan orang

- Surat Keterangan kehllangan dari Waimagan
aKK yang rusak;
F: Fotokopl atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu
g anggota keluarga; atau
Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
n KTP dilakukan setelah memenuhi sy‘arat berupa :
erbitan KTP baru bagi penduduk WNI :
Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah
kawin;
Surat Pengantar Kepala Jorong dan Walinagari;
Fotokopi :
8 KK;
p)  Kutipan Ak‘.ta» Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum
berusia 17 (tujuh belas) tahun;
c) Kutipan Akta Kelahiran.
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari
luar negeri karena pindah.
,; Penerbitan KTP baru bagl penduduk Orahg Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap: '
1. Telah berusia 17 Uu;uh belas) tahun atau sudah kawm atau pernah

Kawin;
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otokopi :
KK, ~ 2
Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bag%i'; pehéuduk yang belum
" berusia 17 (tujurh belas) tahun;
Kutipan Akta Kelahiran.
‘Paspor dan lzin Tinggal Tetap'_

Jrat Keterangan Catatan Kepdlisia.n

itan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WANI atau Orang
g yang memiliki lzm Tinggal Tetap :

‘Surat Keterangan kehllangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
Fotokom KK: dan

- Paspor dan lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

erbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WN! atau Orang Asmg
ng memiliki Izin Tm‘ggai Tetap :

Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari
~|uar negeri karena pindabh.

.;;rbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing
ng memiliki Izin Tinggal Tetap :

- Fotokopi KK;

KTP lama; dan

Fotokopi Paspor, lzin Tlngqax Tetap, dan Surat Keterangan Catatan
| Kepolisian bagi Orang Asing yang merniliki Izin Tinggal Tetap.
Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WHNI atau
vang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :

1.  Fotokopi KK;

KTP lama; dan

iSurat keterangan/bukti perubazhan peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting.

Pasal 13
vajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk yang

.
nigrasi.

Paragral 3
Pindah Datang Antar Negara
Pasal 14
nduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada

nas.
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v sebagaimana aimaksud pada ayat (1) Dinas mendatftar dan

Keterangcm Pindah ke Luar '\Iegen

Fasal 15
ndonesia yang datang dari anr‘inegeri wajib melaporkan

ke Dinas palin’g"ﬂ lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal

oran sebagaimana dimaksud pada ayaﬂtf(f)y,' Dinas mendaftar dan
Keterangan 'Datang dari Luar Negeri sebagai dasar Penerbitan
han KK dan KTP.

Pasai16

v ng memlhkz izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan
yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai
n Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal wajib -
) kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan
| Terbatas. ' ‘

‘iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan
an Surat Keterangan Tempat Tinggal. '

aku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2)
in dengan masa berlaku [zin Tinggal Terbatas.

igan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa

 berpergian.

Pasal 17

sing yang memiliki I1zin Tinggal Terbatas yang telah berubah status
ng Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada
lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

can laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan
n KK dan KTP.

Pasal 18

ing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki
ial Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada
ali g lambat 14 (empat beias) hari sebelum rencana kepindahannya.

kan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan

faran.
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Bagian Ketiga
endaftaran Penduduk Rentan Administrasi
L Kependudukan
Pasal 19 _
akukan pendaiaan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

k korban bencana alam;

korban bencana sosial;

ntar; dan

u di Kecamatan Sangir Batang Hari.

uduk rentan Administrasi Kepehdudukan sebagaimana dimaksud
) huruf a dan b débat dilakukan ditempat sementara oleh tim"yang
keanggotaan dari lembaga terkait. ke

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar

surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi .

1
L=t B

‘ Bagian Keempat
Penérbitan Dokumen Bagi Petugas
Rahasia Khusus
Pasal 20
‘ yang menjadi Fetugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda
. Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan
ama menjalankqn tugas rahasia.
Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dengan
an spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
an Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak

;.:pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 21

~pinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 kepada Kepalé Dinas.

surat permintaan seabagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

si identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehehda‘%gi dan jangka waktu

Pasal 22
sarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas
rbitkan Kartu Tanda Penduduk Khustis.
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duduk Khusqs sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) diterbitkan
it 6 (enam) har:_i kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud
a oleh Dinas. | |
u Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipungut biaya.

la Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

tahun.

Penyimpanan Data Petugas Rahasia
dan Pengembalian serta Pencabutan
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 23

dan dilindungi kerah‘azsiéaannya oleh Dinas.

; Pasal 24 ol

s Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus
rakhimya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana
alam Pasal 22 ayat (4), wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk

pada Kepala/Pimpinan Lembaga dari petugas yang bersangkutan.

impinan
balikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Dinas.
| Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

ajib dimusnahkan oleh Dinas.

_ Pasal 25

s berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus yang tidak
mbalikan sejak saat berakhimya masa tugas Petugas Rahasia Khusus
simana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

hai Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum
tugas berakhir tidek diberitahukan kepada Dinas, Dinas dimaksud
ienang untuk mencabut.

hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan
bitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda

nduduk Khusus yang telah dicabut.

Hal. 20

I Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalamn Registrasi Khusus di -

Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga -




Felaporan Penduduk yang Tidak Mamﬁu
Mendaftar Sendiri |
Pasai 26

“=duk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa

endudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau
minta bantuan kepada orang lain yang diberi kuasa atau keluarganya.
nduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak

3mpu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
‘ Pencatatan Kelahiran

Pasal 27

kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wali serta petugas yang .

ditunjuk kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

kelahiran.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan

Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta

‘kelahiran. 2

.Pelaporan kelahiran yang meiebihi jangka wéktu sebagaimana dimaksud pada

“ayat (1) pasal ini harus mendapat : :

a. persetujuan Dinas, bagi pelaporan kelahiran’ yang melampaui batas
waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak
tanggal kelahiran;

- b. penetapan Pengadilan Negeri, bagi pencatatan kelahiran yang melampaui
batas waktu 1 (satu) tahun. ‘ |
Kelahiran Penduduk yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya
atau keluarganya atau kuaé.anya kepada Dinas, setelah kembali paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta

Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya

atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan

dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh

pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Dinas.

Hal. 21



Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
: Pasal 28 ;
mati wajib dilaporkg‘p.hoieh penduduk kepadal Dinas p'aflihg lambat 30
ouluh) hari sejak lahir mati dan diterbitkan Surat Keterang'an Lahir Mati.

n lebih lanjul mengenai persyaratan dan tata Cér‘éf‘\memperoleh surat

rangan lahir mati diatur daiam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perkawinan
» A Pasal 29
tiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas; .
p perkawinan penduduk vyang beragama selain islam yang telah
gsungkan cleh Pemuka Agama selain islam dicatatkan pada Dinas selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan
Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta
Perkawinan. i
_S; glaporan sebagaimana dimaksud pada ayat‘(1) bagi penduduk beragama Islam
dilakukan oleh KUA Kecamatan. o
.MData hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
vv":disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10
'~ (sepuluh) hari setelah pencatatén perkawinan dilaksanakan.
) Hasil pencatatan data sebagaimana pada aya{ (5) tidak memerlukan penerbilan
~ kutipan akta Pencatatan Sipil. ’
) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada
: Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan

kembali. i

v Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berlaku pula bagi:
Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

Perkawinan Warga Negara Asing ‘yang dilakukan atas permintaan Warga Negara

Asing yang bersangkutan.

Pasal 31
Dalam hasil perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinar,

_"'pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. .
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- Bagian Keempat
Pembatglan Perkawinan
: ~ Pasal 32
+

erkawinan  wajib  dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami

gwinan kepada Dinas, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
pengadilan  tentang pembatalan  perkawinan yang telah
tan nukum tetap.

Kutipan akie Perkawinan dari kepemilikan ubjek Akta dan

Surat Keterangapzfembataian Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 33

sraian~ di Kabupaten Solok Selatan bagi agama selain Islam

wajib dicatatkan pada Dinas paling lambat 60 (enam puiuh) hari.
~ laporan sébagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan

tat pada Reg?s;ter Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta

b
penduduk Kabupaten Solok Selatan diluar daerah atau di luar

dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh)

bersangkutan kembali.

Bagian Keenarm
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 34

n perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada
ng lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang
;,gs perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut
Perceraian da’ri kepemiiikan subjek akta dan mengeluarkan Surat
n Pembatalan Perceraian, bagi penduduk yang perkawinannya diberikan

ama.

Bagian ¥etujuh
Kematian
Pasal 35
kematian, wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarganya pada

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Hal 28

‘mtendapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
\




Berdasarkan léporan Séba:gaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
. Pencaiatan Sipﬂ mencatatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan Akta Kematian;

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
_1 berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

| Dalam hal terjadi ketidakjelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati

tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

| Dalam hal terjadi kematian 'seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas

melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.

. Untuk mengetahui dengan cepat Dinas atas kematian penduduk, diharapkan peran

Jorong melaporkan ke pemerintah Nagari dan Kecamatan, sehingga Dinas bisa

melaksanakan pendataan.

Bagj/,“iié’n Kedelapan

 Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan ?eﬁ::gesahan Anak

. Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 36

- Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Négeri,
wajib dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
‘diterimanya salinan penétapan pengadilan oleh yang bersangkutan.

| Berdasarkan laporan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan

Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 37

Setiap pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Dinas

| paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh

A ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat

~ Pencatatan  Sipil mencatat pada Register Akta P‘éngakuan Anak  dan

~ menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
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: Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
P Pasai 38
',ap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua'pada Dinas paling
mbat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan

ielakukan perkawiran dan rendapatkan akta perkawinan.

erdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelah n.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Pembahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1 - |
Pencatatah Perubahan Nama
' Pasal 38
Setiap peristiwa Perubahan namé di Kabupaten Solok Seiatan yang telah .

penetapan/putus\aﬁ Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan

‘mendapat
;perundang—undangan vang berlaku wajib dicatatkan pada Dinas paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Akta

Catatan  Sipil  dan Catatan:' -~ Pinggir pada Register Akta Kelahiran yang

- bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing
Menjadi Warga Megara Indonesia

Pasal 40
Perubahan status kewarganegaraan di Kabupaten Solok Selatan dari Warga
Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan
penetapan dari dinas yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau
pernyataan janji setia oleh pejabat. .
Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data

kependudukan yang bersangkutan.

_ Paragraf 3 _
Pencatatan Perub‘ahan Status Kewarganegaraan
Dari Warga Megara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing
Pasal 41

(1) Perubahan status kewarganegaraan dar Warga Negara Indonesia menjadi
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~Wwarga negara asing di luar \Wilayah Negara Kesatuan Republik Indohesia

yang telah mendapatkan persetujuan dari hega‘ra -;setempat wajib dilaporkan

- oleh penduduk yang bersangk‘@tén kepada Perwakilan Republik Indonesia.

) Perwakilan Republik !ndonesié "setempat sebagaimana djmaksud pada ayat
- {1) menerbitkan Surat Keterangan Felepasan Kewarga‘negaréan.

Pelepasan Kewarganegaraah Indonesia ' sebagaimana dimaksud ayat (2)

 diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri

yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk

- diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang
~ bersangkutan. .

'- Berdasarkan pemberitahua;w sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
- Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil
~ dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan dari segi pendaftaran penduduk Dokumen
. Kependudukan yang bersangkutan seperti KK dan KTP harus dicabut.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 42

Pencatatan Peritiwa Penting lainnya di Kabupaten Solok Selatan dilakukan
- oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan

- setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

2) Dalam hal Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada g

ayat (1) paling lambat 30 (liga puluh) hari sejak diterimanya salinan

: penetapan pengadilan.

BAR Vi
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

- Pasal 43
Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat
penduduk.
Data perseorangan meliputi:
a. nomor Kartu Keluarga,
b NIK;
c. nama lengkap;
d. Jenis kelamin;

e. tempatlahir;
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aa.

Tanggal/Buian/Tahun iahir;

golongan darah:
agamal/kepercayaail;

status perkawinan;

status hubungan dalam keluarga;

cacat fisik dan/atau menta;

vendidikan terakhir;

JENs pekerjaan,

NIK ibu kandung;

nama ibu kandung;

NK ayah,

nama ayabh;

alamat sebelumnya;

alamat sekarang;

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran/nbmor surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah,;
nomor akta perkawinan/buku nikah;
tanggal perkawinan;

kepemilikan akta perceraian;

nomor akta perceraian/surat cerai;

tanggal perceraian.

Data agregat meliputi himpunan data persecrangan yang berupa data kuantitatif
dan kualitatif.

Bagian kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 44

Dokumen kependudukan meliputi:

a.
o}
c
d

€.

Biodata Penduduk ;

KK;

KTP;

Surat Keterangan kependudukan; dan

Akta Pencatatan Sipil.

Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a. Surat Keterangan P;indtjah\j

b.  Surat keterangan Pindah Datang;

¢ Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
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d.  Surat keterangan datang dar Luar negeri;

e.  Surat Keterangan Tempat Tinggal;

T

Surat Keterangan Kelahiran;

g.  Surat Keterangan L.ahilr,Mati;

h.  Surat Keterangan Pembaia!an Perkawinan;

L Surat Keterangan pembatalan Perceraian;

J. Surat keterangan kematian; ‘

K. Sui‘at Keterangan Pengangkatan Anak;

l Surat Keterangan Pelepaéan Kewarganegaraan indones i;

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

n. Surat Keterangan pencatatan Sipil.

Biodata Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan ditandatangani oleh Kepala
Dinas.

Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan
dalam kabupaten dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara .
Indoresia antar kecamatan dalam kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani
oleh camat atas nama Kepala Dinas. v

Surat Keterangan Pindah Datang Fenduduk Warga Negara indonesia dalam satu
Nagari, Surat Keterangan Pindah Da’téng Penduduk Warga Negara Indonesia
antar Nagari dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga
Negera mdonésia, Surat Ke'terangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia
dan  Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia dapat

diterbitkan dan ditandatangani oleh Walinagari atas nama Kepala Dinas.

FPasal 45
KK memuat keterangan mehgenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala
keluarga dan anggota keluargs, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal
lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam
keluarga, kewarganegaraan, dokurmen irnigrasi, nama orang tua.
Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi,
tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali
terjadi perubahan kepala keluarga.
KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. v
KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan
KIF
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Pasal 46
Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin  Tinggal
Tetap hanya diperbolehkan twdaﬁa dalam 1 (satu) KK
Perubahan susunan kelua rga  dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan

menerbitkan KK,

Pasal 47
Penduduk Warga Negara indonesia dan Crang Asing yang men iiki 1zin Tinggal
Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau
pernah kawin wajib memiliki KTP. ‘
Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki lzin Tinggal
Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas
apabila masa berlakunya telah bemkhrr ;
Penduduk yang telah memiliki KT P wajib membawa pada saat berpergian.
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP. ‘

Pasal 48
Mase berlaku KTP:
a. untuk Warga Negara Indonesia ber‘laku selama 5 (lima) tahun;
b.  untuk OCrang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku lzin
Tinggal Tetap. |
Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku

seumur hidup.

Pasal 49
Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 50
Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatanr diintegrasikan ke dalam

database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akia Pencatatan Sipil.
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Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat ofé?‘n Dinas.

Register Akta Perncatatan Sipil memuat:

a. jenis Peristiwa Penting;

b.  NIK dan status kewarganzgaraan;

Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

&
d.  Nama dan identitas pelapor;
e

Tempat dan tanggal peristiwa;

Nama dan identitas saksi;

Tempat dan tanggal dike!uarkannya Akta; dan

Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 51

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

3. Pencatatan Kelahiran

il Pencatatan Kelahiran di Indonesia

a) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di

tempat terjadinya kelahiran.

b) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf

a), dilakukan dengan memperhatikan:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

tempat domisili ibunya bagi pendﬁduk Warga Negara
Indonesia, |

di luar tempat domisili iounya bagi penduduk Warga Negara
indonesia;

tempat domisili itunya bagi penduduk Orang Asing;

di luar tempat domisili ibu'nya bagi penduduk Orang Asing;
Orang Asing pemegang lzin Kunjungan; dan

anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan

orang tuanya.

¢) Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka 1), dilakukan

dengan tata cara:

1)

5

Penduduk Warga Negara Indonesia mehgisi Formuiir Surat
Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan
kepada Petugas Registrasi di kantor Wali Nagari.

Formulir Surat Keter‘angan Kelahiran sebagaimana dimaksud
pada angka 1) ditandatangani oleh permohon dan diketahui
oleh Kepala Wali Nagari.

Wali Magari berkewajiban meneruskan Formulir Surat

Keterangan Kelahiran kepada menyampaikan ke kecamatan
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d)

g)

untuk meneruskan Formuiir Surat Keterangan Kelahiran
kepada Dinas.

4) Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan

kepada Wali Nagari atau kepada pemohon.

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf b.)v angka 2), dilakukan
dengan tata cara:

1)  Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat
Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran
dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan renunjukkan KTP
ibu atau bapaknya kepada Dinas.

2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana

dimaksud dalam huruf b) angka 3) dan angka 4), dilakukan

dengan tata cara:

1) Penduduk Orang Asing- mengisi Formulir Surat Keterangan
Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada Dinas.

2) Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam

huruf b) angka 5), dilakukan dengan tata cara:

1)  Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran
dengan menyerahkan persyaratan kepada Dinas

2) Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. =

Dalam hal tferjadi peristiwa kelahiran Orané Asing yang tidak

termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam

Huruf b) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas

di tempat kelahiran, daianlw hal ini dapat dilakukan oleh

Kepala/dokter/bidan pada Kiinik tempat kelahiran, atau Kepala

 Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera

Indonesia, Filot Pesawat Terbang indonesia.
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h)

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang fuanya sebagaimana dimaksud dalam huruf b)
angka 6), dilakﬁkan dengan tata cara:

1) Pelapor/pemohon  mengisi formulir. surat keterangan
Kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisiar; kepada Dinas.

2) Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan Kelahiran di tuar Wilayah Negara Kesat.an Republik

indonesia

a)

b)

Kelahiran Warga Negara Indonesia di’ luar wilayah Negara
Kesatuan Republyik Indonesia dicatatkan pada instansi vang
berwenang di negara setempat.

Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan

sebagaimana dimaksud >pada huruf a) dilaporkan kepada .

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:

1)  bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;

2)  fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan

3) Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis
perkawinan orang tua.

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a)

dilakukan dengan tata cara:

1)  Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan kepada Pejabat Konsuler

2)  Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara
lndonesia“dalam Daﬁarul‘(élahira_n Warga Negara Indonesia
dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari
negara setempat.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan

kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara

Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d),

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

1) Surat Keterangan lahir dari penolcng_kelkahiran;

2) fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau

3) Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis

perkawinan orangtua.
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i Bencatatan a\eiahlran sebagaimana dimaksud pada huruf d),
dilakukan d(bﬁgan tata cara: ‘

1)  Warga MNegara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e) kepada
Pejabat Konsuler. |

2) Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Keiahiran
dan menérbit.kan Kutipan Akta Kelahiran.

g) Perwakilan Republyik Indonesia berkewajiban'menyampaikan data

' kelahiran sebagéimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf 1)
kepada lns’tahéi Pelaksana melalui departemen yang bidang
tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

h) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagalmana
dimaksud pada huruf g) mencatat dan merekam ke dalam
database kependudukan. |

1) Warga Negara Indonesia seb'—igalmana dlmaksud dalam huruf
huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), huruf f) setelan
kembali ke indonesia meiapor kepada dinasf“‘dengan membawa
bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Pencatatan Lahir Mati

[ ]

a) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi
syarat:
1) Surat pengantar Wali Nagari, dan
2)  keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penclong kelahiran.

b) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagairﬁana».
dimaksud pada huruf a) Wali Nagri menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala
Cinas.

c) Wali Nagari berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati
kepada Petﬁgas perekaman data kependudukan di kecamatan.

d) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh
Dinas. "

b. Pencatatan Perkawinan
1. Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

a) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas tempat terjadinya
perkawinan. , |

h) Pencatatan parkawman sebagaimans dimaksud pada huruf a),

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
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d)

1)  Surat keterangan telah teriadinya perkawinan dari pemuka
agamal/pandets  atau  surat  perkawinan  Penghayat
Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat
Kepercayaan; .

2) KTP suamidan isteri;

3) Pas fotoc suami dan isteri;

4)  Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;

5) Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a)

dilakukan dengan tata cara: .

1)  Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan
perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaxsud pada huruf b);

2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register
Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, .

3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
angka 2) diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

4)  Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan
perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana tempat domisilinya. |

Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan,

disampaikan kepada dinas untuk direkam ke dalam database

kependudukan. “

Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada

huruf  d), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta

perkawinan.

Pencatatan perkawinan be;'dasarkan penetapan pengadilan

dilakukan di dinas dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan

pengadilan.

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

a)

B)

Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia dilakukan pada
instansi yang berwenang di negara setempat.

Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan
sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilaporkan kepada
Perwakilan Reﬁublik' Indonesia dengan memenuhi syarat berupa
fotokopi:
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1) bukii pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara
setempat; ;

2) Paspor Republik Indonesiz; dan/atau

3) KITP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

c) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b)

dilakukan dengah tata cara L

1)  Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada
Pejabat Konsuler.

2) Pejabat Konsuler mencatat peiaporan perkawinan Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara
Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan

perkawinan dari negara setempat.

e Pencatatan Perceraian

1.

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik.

Indonesia

a) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.

b) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf a)
dilakukan dengan menyerahkan‘ salinan putusan pengadilan yang
telah memperdteh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta
Perkawinan.

c) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf a),
dilakukan dengan tata cara:

1) pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir
Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan
salinan putusan pengadil‘an dan Kutipan Akta Perkawinan
sebagaimana dirhaksud pada huruf b) |

2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register
Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register
Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan
serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; '

3) Kutipan Akta Perceraiar sebagaimana dimaksud pada angka

 2) diberikan kepada masing—maéing suami dan isteri yang
bercerai;

4) Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2) berkewajiban
memberitahukan hasil pencatatan percéraian kepada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat

pencatatan peristiwa perkawinan.
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d. Pencatatan Kematian
1.

e)

Panitera E‘er{gadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b)
berkewajibaﬂ mengirimkan saiinan putusan pengadilan mengenai
perceraian  kepada Dir-:.;»xs‘ tempat pencatatan  peristiwa
perkawinan. |

Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d) mencatat dan

merekam dalam database kependudukan.

Pencatatan Perceraian di Luar ./ilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

a)

Pencatatan perceraian bagi"Wargakf Negara Indonesia di luar
wilayah Negaré;_,Kesatuan Rlepublik Indonesia dilakukan pada
instansi yang berWenang di negara setem;ﬁat.:)‘

Perceraian Warga MNegara Indonesia yang telah dicatatkan

sebagaimana 'dimaksud pada huruf b), dilaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

1) Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;

2) Akta Pérkawinan; dan

3)  Fotokopi Paspor Republik Indonesia.

Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b),

dilakukan dengan tata cara:

1)  Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada
Pejabat Konsuler;, _

2) Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara
Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan
perceraian dari negara setempat;

3) Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga
Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah
tempat domisili yang berﬂsa'ngkutan melalui departemen yang
bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

4) Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian
sebagaimana dimaksud dalam angka 3) mencatat dan

merekam ke dalam database kependudukan.

i

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

a)

b)

Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas di tempat terjadinya
kematian. ‘ "
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a)

; Gl ik !
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
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1) Surat Pengantar dari Kepala jorong untuk mendapatkan
Surat Keterangan Wali Nagari dan/atau

2) Keterangan kematian darj dokter/paramedis.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a),

dilakukan dengan tata cara:

1) Pelapqr Jmengisi dan menyerahkan Fommulir Pelaporan
Kematian dengan melarhpirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud,péda huruf b) kepada Petugas registrasi di kantor
Wali Nagari untuk diteruskan kepada Dinas;

2)  Wali Nagari menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
seperlunya,; ‘

3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register
Akta Kematian dan menerbitkan K’utwip‘an Akta Kematian;

4)  Dinas sébagaimana dimaksud - pada  angka 3).
memberitahﬁkan data hasil pencata}taéi kematian kepada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat
domisili yang bersangkutan;

5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat
domisili sebagaimana di?naksud pada angka 4) mencatat

dan merekam dalam database kependudukan.

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

a)

b)

Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang

- berwenang di negara setempat.

Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan

sebagaima’h‘a ‘dimaksud pada huruf a), dilaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

1)  Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;

2) fotokopi Paspor Republik Indonesia: dan/atau

3) identitas lainnya.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf b)

dilakukan dengan tata cara:

1) Pelapor mengisi Formulir Peldporan Kematian dengan
menyerahkan persyaratan kepadé Pejabat Konsuler;

2) Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga

Negara Indonesia dalarm ‘Daftar Kematian Warga Negara
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Indonesia ﬁdan memberikan surat bukti pencatatan kematian
- atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempét; i
3) Pejabat Konsuler mengirimkany data kematian Warga Negara
Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili yang
bérsangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya
meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
4) Dinas yang menerima data kematian mencatat dan merekam

dalam database kependudukan.

i Pencatatan Pengakuan Anak

1. Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas yang

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

2. Pencatatan pengékuénk anak sebagaimana dimaksud pada angka 1.

dilakukan dengan meménuhi syarat bérupa:

a)
b)

c)
d)

Surat Pengantar dari kepala jorong dan diketahui wali nagari
Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu .
kandung;

Kutipan Akta Kelahiran; dan

fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

3. Pencatatan pelaporan;_\ pengakuan anak set;aga'i‘mana dimaksud angka

1, dilakukan dengan tata cara:

a)

b)

c)

d)

Pelapor mengiéi dan menyerahkan }%%)rmulir Pelaporan

Pengakuan Anak dengan melampirkan bersyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 kepada Dinas

Pejabat Pericatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register
Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan
Anak;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir
pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c¢)

merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

a. jenis Peristiwa Penting;

=

R @y oh O

=

NIK dan status kewarganegaraan;

Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

Tempat dan tanggal peristiwa;

Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;

Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam

Register Akta Catatan Sipil.
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Pasal 52 :
Dinas atau Pejabat yang dlben kewenangan sesual tanggung jawabnya wajib
menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk  sejak tanggal dlpenuhlnya semua
persyaratan, sebagai berikut: Y
a. KKatau KTP paling Iambqt 14 (empat belas) hari;
b.  Surat Keterangan PindaH paling lambat 14 (empat belas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas)
hari; '
e. Surat Keterangan Datang dan Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas)
hari;
f.  Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin
Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
Surat Keterangan Kelahiran pallng lambat 14 (empat belas) hari;
h. Surat Keterangan Lahir Mati lamba’t 14 (empat belas) hari;
i Surat Keterangan Kematlan paling lambat 3 (tiga) hari;
J. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

 Pasal 53
Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis
redaksional. » w
Pembetulan KTP sebagaimana Td,ihaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau
tanpa permohonan dari orang yahg menjadi subjek KTP. e

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 54
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami
kesalahan tulis redaksional.
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadl subjek
Akta. '
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang

4
e
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telah mempunyai kekuatan huku‘m fetap.

Berdasarkan keputusan pengé)dilan méngenéi'pembatalan Akta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir
pada Register Akta dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
dari kepemilikan subjek Akta.

Bagian Ketiga

Perlindungan Datz}i,:(_f‘ian Dokumen Kependudukan

" Pasal 56 oy
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau menguréhgi ta'npa hak, isi elemen
data pada Dokumen Kependudukan. | |

Pasal§7
Data pribadi penduduk ada pada database Dinas disimpan pada data center.
Data pribadi penduduk pada database dikelola sebagai bahan informasi .

kependudukan.

Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin
kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi
penduduk.

Bupati menentukan seleksi untuk menentukan.pemberian izin.

Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diberikan paling lambat 14 (empat bélas) hari kerja sejak permohonan diterima.
Petugas penerima hak akses befdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) memberikan data pribadi peﬁduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB VIi
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
: Pasal 58
,AK merupakan satu kesatuan kegiatan, terdiri dari'Uhsur s
' Database;
Perangkat teknologi informasi dah komunikasi;
Sumber daya manusia;
Pemegang hak akses;
Lokasi database;
Pengelolaan database;
Pemeliharaan datatase;

Pengamanan database;

Pengawasan database; dan

Data cadangan ( back up / disaster recovery centre)
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Pasal 8 : Bai
(1) Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  dilakukan  melalui
pengembangan SIAK. ‘
2) Pengelolaan database SIAK& meliputi kegiatan :

a. perekaman data pendaﬁékan pendu‘duk\kedalam database kependudukan;

b.  pengolahan data pendaftaran penduduk dén pvencatatan sipil sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

C.  penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data
kependudukan; dan

d.  pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ untuk kepentingan

perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

i”asai 60
Pemeliharaan, pengamanan dah"bengawasan database kepéndudukan berbasis
SIAK dilakukan oleh Dinas terkait; “
Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi data dalam database, perangkati keras, perangkat lunak, jaringan
komunikasi, data center dan data cadangan (back up data / disaster recovery

centre).

BAB VI
PEMBIAYAAN '
| Pasal 61
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi
kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

~ BAB Vili
SANKSI ADMINISTRATIF
, Pasal 62 ’
?l) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui
| batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat
(3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal
27 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 32
ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan :3,:ye§t (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal
36 ayat (1), pasal 37 ayat (1), paSal 38 ayat {1), pasal 39ayét (1), pasal 40 ayat
(1), pasal 42 ayat (2), dan pasal 46 ayat (2).
Setiap orang yang melakukan pelanggafan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dikenakan denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
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Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat (1), ayat (4),
dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi paling banyak Rp.100.000,00 (seratus
ribu rupiah).

Pejabat atau petugas Dinas melakukan tindakan atau sengaja memperlambat
pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam
pasal 52 ayat (1) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Apabila ditemukan Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan
Akta Catatan Sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebégaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

disetorkan ke kas daerah.

BAB IX
SANKS! PIDANA
Pasal 63

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen

kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau Qognda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau
mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana
dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.25.000.000,00 (dua puluh iima juta rupiah).

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sgpuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ’

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga
atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu
dipidana dengan pidana peniara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalarm hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Dinas melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2), pejabat yang bersangkutan
dipidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Dinas membantu
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melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksufi ayat (3), pejabat yang

bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undgpg.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64 |

(1)  Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada
saat Peraturan Daerah ini' diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut
Peraturan Daerah ini.

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP sampai
dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KTP yang sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3)  Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang
baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat terjadinya peristiwa

kependudukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

- Ditetapkan di Padang Aro
Pa‘cu:la; Tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI SOLOK SELATAN,

~

MUZNI ZAKARIA
Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 19 Agustus 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, M.TP
Pembina Utama Muda NIP. 110 046 468

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMCR 6
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
~ NOMOR 6 TAHUN 2011
_ TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMIN ISTRASI KEPENDUDUKAN

 UMUM

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai
‘, Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan
~ Administrasi  kependudukan dalam  pewujudannya diperlukan  penataan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem
informasi administrasi  kependudukan. Pengaturan tentang administrasi
- kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang .
- profesional dan peningkatan kesadaran penduduk termasuk Warga Negara
~Indonesia yang berada diluar negeri. Bahwa untuk memberikan perlindungan
" pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa
. kependudukan dan peristiwa,genting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Solok
Selatan baik yang berada “d%i‘délam maupun yang berada diluar wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi
Kependudukan. :

| Dasar utama penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan
- administrasi  kependudukan karena peraturan ‘perudang-undangan mengenai
_administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan
yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara
‘menyeluruh  untuk  menjadi  pegangan bagia sérhué_ penyelenggara yang
berhubungan dengan kependudukén Penyelenggaraan urusan pemerintah yang
bersifat wajib dibidang administrasi dan pelayanan';/kjc;;fpendudukan dan
_pencatatan sipil diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kébupaten dan Kota,
'd'alam hal ini untuk lingkup Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Dinas
‘Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga teknis daerah. Oleh karena
itu peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan selain untuk tertatanya
- pengelolaan  Sistem Informasi Administrasi | Kependudukan guna
_penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih
herdaya guna dan berhasil guna, juga untuk memberikan arah dan pedoman
yang jelas bagi pemerintah daerah melalui Lembaga Teknis Daerah dalam hal ini
?Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

Sehubungan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan

Hal. 44




' kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelénggarakan

perumusan-perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi :

g

s @ ™o a o

Ketentuan Umum

Hak dan kewajiban Penduduk

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok :Sélatan
Pedaftaran Penduduk |
Pencatatan Sipil

Data dan Dokumen Penduduk

Sistem Informasi _Administrasi"Kependudukan i
Sanksi Administrasi
Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 ’

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan UPTD diprioritaskan pada kecamatan yang kondisi geografis
terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses
pelayanan publik dan/atau memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan
masyarakat yaitu antara lain meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk yang
memerlukan Kutipan Akta, sehingga pelayananv‘v lebih cepat dalam arti
masyarakat dapat langsung dilayani di UPTD, efektif dalam arti masyarakat
tidak perlu langsung ke Dinas untuk pelayanan pencatafta;’t sipil, dan efisien

dalam arti masyarakat tidak membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Ayat (1)

Yang termasuk pindah datang dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah

Pindah Datang antar Jorong, Antar

Kabupaten/Kota dan antar Provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a dan b

Nagari,

Antar

Kecamatan dan antar

Yang dimaksud dengan “penduduk korban bencana alam” dan “penduduk

korban bencana sosial”

adalah penduduk

suatu wilayah yang mengalami

bencana disebabkan oleh perang atau perbuatan manusia, dan penyebab

lainnya yang menimbulkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta

benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas

umum, serta menimbulkan - gangguan terhadap tata kehidupan dan

penghidupan masyarakat sehingga kehilangan suratesu;’ggt tanda: identitas
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penduduk namun tidak pindahﬂke daerah lain.
Huruf ¢ : ‘
Yang .Vdirhaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu
sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik
rohani, jasmani, maupun sosial.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘“tempat sementara” adalah tempat pada saat
terjadi pengungsian. | ‘
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal‘27 ‘
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
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Pasal 34
© Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah
terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu
kandung anak tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1) ‘ |
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang
anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatén perkawinan
kedua orang tua anak tersebut, : o]
Ayat (2) .
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
’ Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas | _
Pasal 45 ' * '
Cukup jelas |
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
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- Cukup jelas
~ Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52 S SN |
Cukup jelas ; | B _
Pasal 53 2E
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal §7
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas :
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
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